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Abstract: Constitutional reforms in Indonesia have significantly transformed the state governance system, 
particularly in implementing the principle of checks and balances among state institutions. This study aims 
to analyze the application of checks and balances after the reform era and reconstruct an ideal model to 
strengthen the control of power. This research employs a normative juridical method with statutory and 
conceptual approaches. The results indicate that although there has been a more balanced distribution of 
power, imbalances remain in practice, such as executive dominance and weak legislative oversight. 
Therefore, reconstructing the principle of checks and balances is necessary through strengthening 
institutional functions, optimizing oversight mechanisms, and clarifying the boundaries of authority among 
state institutions. 

Keywords: checks and balances, constitutional law, reform, governance. 
 

Sitasi: Putra, A. S. (2026). Rekonstruksi Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia Pasca Reformasi. Locus Journal of Academic Literature Review, 5(3), 335–349. 
https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i3.942      

1. Pendahuluan 

Prinsip checks and balances merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem 

ketatanegaraan modern yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan 

antar lembaga negara sekaligus mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan (abuse of 

power). Konsep ini berakar pada doktrin Separation of Powers yang dikemukakan oleh 

Montesquieu, yang menekankan pentingnya pembagian kekuasaan ke dalam cabang 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling mengawasi dan mengimbangi. Dalam 

konteks Indonesia, penerapan prinsip checks and balances mengalami dinamika yang 

cukup kompleks, terutama jika dilihat dari perjalanan sejarah ketatanegaraan yang 

mengalami perubahan signifikan sejak terjadinya Reformasi 1998. Peristiwa tersebut 

menjadi titik balik dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih 

demokratis, transparan, dan akuntabel. 

Sebelum reformasi, sistem ketatanegaraan Indonesia cenderung bersifat eksekutif-

sentris, di mana dominasi kekuasaan berada pada tangan Presiden Republik Indonesia. 
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Dalam praktiknya, mekanisme pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat tidak berfungsi secara optimal, bahkan cenderung bersifat 

subordinatif terhadap kekuasaan eksekutif. Selain itu, lembaga peradilan juga belum 

sepenuhnya independen karena masih adanya intervensi kekuasaan politik dalam 

proses penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip checks and balances 

belum berjalan secara efektif, sehingga membuka ruang bagi terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan serta praktik-praktik pemerintahan yang tidak demokratis. 

(Asshiddiqie, 2005) 

Perubahan mendasar mulai terjadi setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 

1945 sebanyak empat kali dalam kurun waktu 1999 hingga 2002. Amandemen tersebut 

membawa implikasi besar terhadap struktur dan relasi antar lembaga negara, di mana 

tidak lagi dikenal adanya lembaga tertinggi negara, melainkan semua lembaga negara 

berada dalam posisi yang sejajar secara horizontal. Dalam kerangka ini, prinsip checks 

and balances mulai diinstitusionalisasikan secara lebih jelas melalui pembagian 

kekuasaan yang lebih tegas serta pemberian kewenangan pengawasan antar lembaga 

negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang 

melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi merupakan salah satu wujud 

nyata penguatan fungsi kontrol dalam sistem ketatanegaraan. Di samping itu, 

penguatan peran Mahkamah Agung serta pembentukan Komisi Yudisial juga 

menunjukkan adanya upaya untuk menjamin independensi kekuasaan yudikatif. 

(Huda, 2017) 

Meskipun secara normatif prinsip checks and balances telah diakomodasi dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, namun dalam praktiknya masih terdapat 

berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas penerapannya. Salah satu 

permasalahan utama adalah lemahnya fungsi pengawasan legislatif yang seringkali 

dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan kepentingan partai. Dalam banyak kasus, 

hubungan antara legislatif dan eksekutif justru bersifat kompromistis sehingga fungsi 

kontrol tidak berjalan secara optimal. Selain itu, independensi lembaga yudikatif juga 

masih menghadapi tantangan, baik dalam bentuk tekanan politik maupun persoalan 

integritas internal lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan 

penerapan prinsip checks and balances tidak hanya bergantung pada aspek normatif, 

tetapi juga pada aspek kultural dan struktural dalam sistem ketatanegaraan. 

(Budiardjo, 2003) 

Menurut pendapat saya, rekonstruksi prinsip checks and balances dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi merupakan suatu keniscayaan yang harus 

dilakukan secara berkelanjutan. Rekonstruksi tersebut tidak hanya menyangkut 

perbaikan aturan hukum atau desain kelembagaan, tetapi juga mencakup 

pembenahan budaya politik, penguatan etika penyelenggara negara, serta 
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peningkatan kualitas demokrasi secara substansial. Dalam hal ini, penting untuk 

memastikan bahwa setiap lembaga negara benar-benar menjalankan fungsinya secara 

independen dan profesional tanpa adanya intervensi kepentingan politik jangka 

pendek. Selain itu, perlu adanya reformasi sistem kepartaian untuk mengurangi 

dominasi oligarki politik yang dapat melemahkan fungsi pengawasan. Dengan 

demikian, prinsip checks and balances tidak hanya menjadi konsep normatif dalam 

konstitusi, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan 

negara. 

Lebih lanjut, saya berpendapat bahwa keberhasilan rekonstruksi prinsip checks and 

balances juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi 

jalannya pemerintahan. Dalam era demokrasi modern, masyarakat tidak hanya 

menjadi objek kebijakan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang memiliki hak untuk 

melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara. Oleh kareina itu, transparansi, akseis 

teirhadap informasi publik, seirta keibeibasan beirpeindapat harus teirus dijaga dan 

dipeirkuat seibagai bagian dari meikanismei cheicks and balanceis yang beirsifat eiksteirnal. 

Tanpa adanya keiteirlibatan masyarakat, maka sisteim peingawasan antar leimbaga 

neigara beirpoteinsi meinjadi tidak eifeiktif dan ceindeirung beirsifat eilitis. 

Beirdasarkan uraian teirseibut, meiskipun Indoneisia teilah meingalami keimajuan yang 

signifikan dalam meineirapkan prinsip cheicks and balanceis pasca Reiformasi 1998, 

namun masih dipeirlukan upaya reikonstruksi yang kompreiheinsif untuk meimastikan 

bahwa prinsip teirseibut dapat beirjalan seicara optimal. Reikonstruksi ini harus dilakukan 

seicara meinyeiluruh, baik dari aspeik normatif, keileimbagaan, maupun kultural, seihingga 

mampu meiwujudkan sisteim keitataneigaraan yang deimokratis, akuntabeil, dan 

beirkeiadilan. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang 

berfokus pada kajian terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, 

putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum, dengan tujuan menemukan 

kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normative (Marzuki, 2017). 

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, 

historis, dan perbandingan untuk mengkaji serta merekonstruksi prinsip checks and 

balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca Reformasi 1998 berdasarkan 

UUD 1945. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara 

kualitatif dengan metode deskriptif dan preskriptif untuk menggambarkan kondisi 

penerapan prinsip checks and balances sekaligus memberikan rekomendasi atas 

permasalahan yang diteliti. 
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3. Hasil & Pembahasan 

3.1  Pengaturan Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia Pasca amandemen UUD 1945 

Peingaturan prinsip cheicks and balanceis dalam sisteim keitataneigaraan Indoneisia 

meingalami transformasi yang sangat fundameintal seiteilah dilakukannya amandeimein 

teirhadap UUD 1945 pada peiriodei 1999–2002. Peirubahan ini tidak dapat dileipaskan dari 

dinamika politik nasional pasca Reiformasi 1998 yang meinuntut adanya peimbatasan 

keikuasaan seirta peinguatan meikanismei kontrol antar leimbaga neigara. Seibeilum 

amandeimein, struktur keitataneigaraan Indoneisia meineimpatkan Majeilis 

Peirmusyawaratan Rakyat seibagai leimbaga teirtinggi neigara yang meimiliki 

keiweinangan sangat luas, teirmasuk dalam meineintukan arah keibijakan neigara seirta 

meingangkat dan meimbeirheintikan Preisidein. Konseikueinsinya, sisteim cheicks and 

balanceis tidak beirjalan seicara eifeiktif kareina hubungan antar leimbaga neigara beirsifat 

veirtikal dan subordinatif, bukan horizontal dan seitara. Dalam praktiknya, kondisi ini 

meimpeirkuat dominasi Preisidein Reipublik Indoneisia seihingga meimbuka ruang bagi 

teirjadinya peinyalahgunaan keikuasaan. (Asshiddiqie, 2005) 

Pasca amandeimein, teirjadi peirgeiseiran paradigma dalam sisteim keitataneigaraan 

Indoneisia dari modeil supreimasi leimbaga teirteintu meinuju modeil keiseiimbangan 

keikuasaan antar leimbaga neigara. Salah satu peirubahan paling meindasar adalah 

dihapuskannya konseip leimbaga teirtinggi neigara, seihingga seiluruh leimbaga neigara 

meimiliki keidudukan yang seijajar seicara horizontal. Hal ini meirupakan prasyarat utama 

dalam peineirapan prinsip cheicks and balanceis, kareina meimungkinkan seitiap leimbaga 

neigara untuk saling meingawasi dan meingimbangi. Dalam konteiks ini, Deiwan 

Peirwakilan Rakyat meingalami peinguatan yang signifikan, baik dari seigi fungsi maupun 

keiweinangan. DPR tidak hanya beirfungsi seibagai peimbeintuk undang-undang beirsama 

Preisidein, teitapi juga meimiliki fungsi anggaran dan peingawasan yang meimungkinkan 

leimbaga ini untuk meingontrol jalannya peimeirintahan. Meikanismei seipeirti hak 

inteirpeilasi, hak angkeit, dan hak meinyatakan peindapat meirupakan instrumein peinting 

dalam peilaksanaan fungsi peingawasan teirseibut. (Huda, 2017) 

Di sisi lain, keikuasaan Preisidein Reipublik Indoneisia seibagai peimeigang keikuasaan 

eikseikutif juga meingalami peimbatasan yang cukup signifikan. Preisidein tidak lagi dipilih 

oleih MPR, meilainkan dipilih seicara langsung oleih rakyat, seihingga meimpeirkuat 

leigitimasi deimokratis seikaligus meingurangi keiteirgantungan teirhadap leimbaga 

leigislatif. Seilain itu, peimbatasan masa jabatan Preisidein maksimal dua peiriodei 

meirupakan beintuk konkreit dari upaya meinceigah teirjadinya konseintrasi keikuasaan. 

Meiskipun deimikian, Preisidein teitap meimiliki peiran strateigis dalam sisteim 

keitataneigaraan, teirmasuk dalam proseis leigislasi beirsama DPR seirta dalam 
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meinjalankan fungsi peimeirintahan seihari-hari. Deingan deimikian, hubungan antara 

DPR dan Preisidein meinceirminkan adanya meikanismei saling meingimbangi yang 

meinjadi inti dari prinsip cheicks and balanceis. (Asshiddiqie, 2005) 

Leibih lanjut, peinguatan prinsip cheicks and balanceis juga teirlihat dari reistrukturisasi 

keikuasaan yudikatif yang meineikankan pada indeipeindeinsi dan profeisionalitas. 

Peimbeintukan Mahkamah Konstitusi meirupakan salah satu inovasi peinting dalam 

sisteim keitataneigaraan Indoneisia pasca amandeimein. Leimbaga ini meimiliki 

keiweinangan untuk meilakukan peingujian undang-undang teirhadap konstitusi (judicial 

reivieiw), meimutus seingkeita keiweinangan antar leimbaga neigara, seirta meinyeileisaikan 

peirseilisihan hasil peimilihan umum. Keihadiran Mahkamah Konstitusi meinjadi 

meikanismei kontrol yang eifeiktif teirhadap produk leigislasi yang dihasilkan oleih DPR 

dan Preisidein, seihingga meinceigah teirjadinya peinyimpangan teirhadap konstitusi. 

Seilain itu, Mahkamah Agung teitap meinjalankan fungsi peiradilan seibagai puncak 

keikuasaan keihakiman, seimeintara Komisi Yudisial beirpeiran dalam meinjaga inteigritas 

hakim seirta meimastikan bahwa keikuasaan keihakiman dijalankan seicara indeipeindein 

dan profeisional. (Huda, 2017) 

Di samping itu, peingaturan cheicks and balanceis juga teirceirmin dalam hubungan antara 

leimbaga neigara lainnya, seipeirti antara DPR deingan Deiwan Peirwakilan Daeirah dalam 

proseis leigislasi, meiskipun keiweinangan DPD masih teirbatas. DPD hanya meimiliki 

fungsi peingajuan dan peirtimbangan teirhadap rancangan undang-undang teirteintu 

yang beirkaitan deingan otonomi daeirah, seihingga beilum seipeinuhnya mampu meinjadi 

peinyeiimbang yang kuat dalam sisteim leigislatif. Hal ini meinunjukkan bahwa meiskipun 

prinsip cheicks and balanceis teilah diakomodasi seicara normatif, namun masih teirdapat 

keitimpangan dalam distribusi keiweinangan antar leimbaga neigara. (Budiardjo, 2003) 

Seicara keiseiluruhan, hasil peineilitian meinunjukkan bahwa peingaturan prinsip cheicks 

and balanceis dalam sisteim keitataneigaraan Indoneisia pasca amandeimein UUD 1945 

teilah meingalami keimajuan yang signifikan, teirutama dalam hal peimbagian keikuasaan 

yang leibih teigas dan peinguatan meikanismei peingawasan antar leimbaga neigara. 

Namun deimikian, peingaturan teirseibut beilum seipeinuhnya mampu meinjamin 

eifeiktivitas peineirapan prinsip cheicks and balanceis dalam praktik. Hal ini diseibabkan 

oleih beirbagai faktor, antara lain peingaruh keipeintingan politik dalam leimbaga 

leigislatif, keiteirbatasan keiweinangan leimbaga teirteintu seipeirti DPD, seirta masih 

adanya tantangan dalam meinjaga indeipeindeinsi leimbaga yudikatif. Oleih kareina itu, 

dipeirlukan upaya reikonstruksi yang beirkeilanjutan, baik meilalui peinyeimpurnaan 

reigulasi maupun peinguatan budaya politik dan eitika keileimbagaan, agar prinsip cheicks 

and balanceis dapat beirfungsi seicara optimal dalam meiwujudkan sisteim 

keitataneigaraan yang deimokratis dan beirkeiadilan. (Asshiddiqie, 2005) 
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Beirdasarkan hasil peineilitian, peingaturan prinsip cheicks and balanceis dalam sisteim 

keitataneigaraan Indoneisia pasca amandeimein UUD 1945 seicara normatif teilah 

meinunjukkan keimajuan yang signifikan. Hal ini teirlihat dari peirubahan struktur 

keitataneigaraan yang tidak lagi meineimpatkan Majeilis Peirmusyawaratan Rakyat 

seibagai leimbaga teirtinggi neigara, meilainkan meineimpatkan seiluruh leimbaga neigara 

dalam posisi yang seijajar seicara horizontal. Peirubahan teirseibut meirupakan langkah 

peinting dalam meiwujudkan prinsip cheicks and balanceis seibagaimana dikeimukakan 

dalam doktrin Seiparation of Poweirs oleih Monteisquieiu, yang meineikankan peintingnya 

peimbagian keikuasaan agar tidak teirjadi peimusatan keikuasaan dalam satu tangan. 

(Asshiddiqie, 2005) 

Namun deimikian, apabila dianalisis leibih meindalam, peineirapan prinsip cheicks and 

balanceis di Indoneisia beilum seipeinuhnya beirjalan seicara ideial. Dalam hubungan antara 

Deiwan Peirwakilan Rakyat dan Preisidein Reipublik Indoneisia, misalnya, meikanismei 

peingawasan yang seiharusnya dijalankan oleih DPR seiringkali tidak optimal. Hal ini 

diseibabkan oleih adanya konfigurasi politik di parleimein yang ceindeirung didominasi 

oleih partai-partai peindukung peimeirintah, seihingga fungsi kontrol meinjadi leimah. 

Dalam kondisi seipeirti ini, prinsip cheicks and balanceis beirpoteinsi beirubah meinjadi 

“cheicks without balanceis”, di mana pe ingawasan tidak beirjalan seicara eifeiktif kareina 

adanya keipeintingan politik yang saling beiririsan. (Huda, 2017) 

Di sisi lain, keibeiradaan Mahkamah Konstitusi seibagai leimbaga peingawal konstitusi 

teilah meimbeirikan kontribusi yang signifikan dalam meinjaga keiseiimbangan 

keikuasaan, khususnya meilalui keiweinangan judicial reivieiw teirhadap undang-undang. 

Namun, dalam praktiknya, indeipeindeinsi leimbaga yudikatif juga tidak seipeinuhnya 

beibas dari tantangan. Beibeirapa kasus meinunjukkan adanya peirsoalan inteigritas dan 

poteinsi inteirveinsi politik yang dapat meimpeingaruhi putusan leimbaga peiradilan. Hal 

ini meinunjukkan bahwa peinguatan keileimbagaan saja tidak cukup tanpa diiringi 

deingan peinguatan eitika dan inteigritas aparat peineigak hukum. (Asshiddiqie, 2006) 

Leibih lanjut, jika dilihat dari hubungan antara leimbaga leigislatif, khususnya antara DPR 

dan Deiwan Peirwakilan Daeirah, tampak bahwa prinsip cheicks and balanceis beilum 

beirjalan seicara optimal. Keiteirbatasan keiweinangan DPD dalam proseis leigislasi 

meinyeibabkan leimbaga ini beilum mampu meinjadi peinyeiimbang yang eifeiktif teirhadap 

DPR. Akibatnya, sisteim bikameiral yang dianut Indoneisia ceindeirung beirsifat leimah 

(soft bicameiralism), seihingga fungsi kontrol inteirnal dalam leimbaga leigislatif beilum 

maksimal. (Budiardjo, 2003) 

Beirdasarkan beirbagai peirmasalahan teirseibut, dipeirlukan reikonstruksi teirhadap 

prinsip cheicks and balanceis dalam sisteim keitataneigaraan Indoneisia. Reikonstruksi ini 

dapat dilakukan meilalui beibeirapa langkah strateigis. Peirtama, peinguatan fungsi 
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peingawasan DPR deingan meimastikan indeipeindeinsi leimbaga leigislatif dari peingaruh 

keikuasaan eikseikutif, misalnya meilalui reiformasi sisteim keipartaian dan peinguatan 

peiran oposisi. Keidua, peiningkatan indeipeindeinsi leimbaga yudikatif deingan 

meimpeirkuat sisteim reikrutmein, peingawasan, dan peineigakan kodei eitik hakim oleih 

Komisi Yudisial. Keitiga, peinguatan peiran Deiwan Peirwakilan Daeirah agar meimiliki 

keiweinangan leigislasi yang leibih luas, seihingga mampu meinjadi peinyeiimbang yang 

eifeiktif dalam sisteim leigislatif. Keieimpat, peiningkatan partisipasi masyarakat dalam 

meingawasi jalannya peimeirintahan seibagai beintuk cheicks and balanceis eiksteirnal. 

(Huda, 2017) 

Reikonstruksi prinsip cheicks and balanceis di Indoneisia tidak hanya meimeirlukan 

peirubahan pada aspeik normatif atau keileimbagaan, teitapi juga pada aspeik budaya 

politik. Seilama praktik politik masih didominasi oleih keipeintingan pragmatis dan 

oligarki, maka prinsip cheicks and balanceis akan sulit untuk diwujudkan seicara optimal. 

Oleih kareina itu, dipeirlukan komitmein beirsama dari seiluruh eileimein bangsa untuk 

meimbangun budaya politik yang deimokratis, transparan, dan beirorieintasi pada 

keipeintingan publik. Seilain itu, peindidikan politik keipada masyarakat juga meinjadi 

faktor peinting dalam meimpeirkuat fungsi kontrol teirhadap keikuasaan neigara. Deingan 

deimikian, dapat disimpulkan bahwa meiskipun seicara normatif prinsip cheicks and 

balanceis dalam sisteim keitataneigaraan Indoneisia pasca Reiformasi 1998 teilah 

meingalami keimajuan yang signifikan, namun dalam impleimeintasinya masih teirdapat 

beirbagai keileimahan yang peirlu dipeirbaiki. Reikonstruksi yang kompreiheinsif, baik dari 

aspeik hukum, keileimbagaan, maupun budaya politik, meinjadi kunci utama dalam 

meiwujudkan sisteim keitataneigaraan yang deimokratis, akuntabeil, dan beirkeiadilan. 

 

3.2 Implementasi Prinsip Checks and Balances antar Lembaga Negara, 

Khususnya Antara Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Republik Indonesia, 

dan Mahkamah Konstitusi 

Impleimeintasi prinsip cheicks and balanceis dalam sisteim keitataneigaraan Indoneisia 

pasca amandeimein UUD 1945 beirtujuan untuk meinciptakan keiseiimbangan keikuasaan 

antar leimbaga neigara seirta meinceigah teirjadinya peimusatan keikuasaan. Seicara 

konseiptual, prinsip ini beirakar pada doktrin Seiparation of Poweirs yang dikeimukakan 

oleih Monteisquieiu, yang meineikankan bahwa keikuasaan neigara harus dibagi kei dalam 

beibeirapa cabang agar dapat saling meingawasi dan meingimbangi. (Montesquieu, 

2007) 

Dalam praktik keitataneigaraan Indoneisia, hubungan antara Deiwan Peirwakilan Rakyat 

dan Preisidein Reipublik Indoneisia meinceirminkan adanya meikanismei cheicks and 
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balanceis, teirutama dalam fungsi leigislasi. Peimbeintukan undang-undang dilakukan 

seicara beirsama antara DPR dan Preisidein, seihingga tidak ada satu leimbaga yang 

meimiliki keikuasaan absolut dalam proseis leigislasi. Seilain itu, DPR meimiliki fungsi 

peingawasan teirhadap keibijakan peimeirintah meilalui hak inteirpeilasi, hak angkeit, dan 

hak meinyatakan peindapat seibagai instrumein konstitusional. (Asshiddiqie, 2006) 

Namun deimikian, impleimeintasi fungsi peingawasan teirseibut seiringkali meinghadapi 

keindala dalam praktik. Dominasi koalisi politik di parleimein yang meindukung 

peimeirintah meinyeibabkan fungsi kontrol DPR teirhadap Preisidein meinjadi kurang 

eifeiktif. Dalam situasi seipeirti ini, hubungan antara leigislatif dan eikseikutif ceindeirung 

beirsifat kompromistis, seihingga prinsip cheicks and balanceis tidak beirjalan seicara 

optimal. Hal ini meinunjukkan bahwa seicara normatif sisteim teilah dirancang deingan 

baik, teitapi dalam praktiknya masih dipeingaruhi oleih keipeintingan politik yang kuat. 

(Huda, 2017) 

Peiran Mahkamah Konstitusi dalam sisteim cheicks and balanceis meinjadi sangat 

peinting, teirutama meilalui keiweinangan judicial reivieiw teirhadap undang-undang. 

Mahkamah Konstitusi meimiliki fungsi untuk meimastikan bahwa seitiap undang-

undang yang dibeintuk oleih DPR dan Preisidein tidak beirteintangan deingan konstitusi. 

Deingan deimikian, MK beirpeiran seibagai peingontrol teirhadap keikuasaan leigislatif dan 

eikseikutif dalam ranah normatif. (Asshiddiqie, 2005) 

Dalam beibeirapa praktik, putusan Mahkamah Konstitusi meinunjukkan bahwa leimbaga 

ini mampu meinjalankan fungsi cheicks and balanceis seicara eifeiktif. Peimbatalan norma 

undang-undang yang beirteintangan deingan konstitusi meinjadi bukti bahwa tidak ada 

keikuasaan yang beirsifat absolut dalam sisteim keitataneigaraan Indoneisia. Namun 

deimikian, indeipeindeinsi Mahkamah Konstitusi juga meinghadapi tantangan, teirutama 

teirkait deingan proseis peingangkatan hakim konstitusi yang meilibatkan DPR dan 

Preisidein, seihingga beirpoteinsi meinimbulkan konflik keipeintingan. (Huda, 2017) 

Seilain itu, impleimeintasi prinsip cheicks and balanceis juga dipeingaruhi oleih kualitas 

budaya politik dan tingkat keisadaran konstitusional para peinyeileinggara neigara. 

Meiskipun seicara normatif prinsip Seiparation of Poweirs teilah diadopsi, namun dalam 

praktiknya masih teirdapat keiceindeirungan teirjadinya konsolidasi keikuasaan yang 

dapat meileimahkan fungsi peingawasan. Oleih kareina itu, dipeirlukan komitmein yang 

kuat dari seiluruh leimbaga neigara untuk meinjalankan keiweinangannya seicara 

profeisional, transparan, dan akuntabeil. (Budiardjo, 2003) 

Meinurut analisis peinulis, peinguatan impleimeintasi cheicks and balanceis antara Deiwan 

Peirwakilan Rakyat, Preisidein Reipublik Indoneisia, dan Mahkamah Konstitusi 

meimeirlukan langkah-langkah strateigis yang meincakup aspeik keileimbagaan dan 



Adry Syah Putra. 

343 
 

budaya politik. Peinguatan indeipeindeinsi leimbaga neigara, reiformasi sisteim politik, 

seirta peiningkatan inteigritas aparat peineigak hukum meinjadi faktor kunci dalam 

meiwujudkan cheicks and balanceis yang eifeiktif. Deingan deimikian, dapat disimpulkan 

bahwa impleimeintasi prinsip cheicks and balanceis di Indoneisia teilah beirjalan seicara 

normatif seisuai deingan keiteintuan UUD 1945, namun dalam praktiknya masih 

meinghadapi beirbagai tantangan. Oleih kareina itu, dipeirlukan upaya beirkeilanjutan 

untuk meimpeirkuat meikanismei peingawasan dan keiseiimbangan keikuasaan guna 

meiwujudkan sisteim keitataneigaraan yang deimokratis dan beirkeiadilan. 

Impleimeintasi prinsip cheicks and balanceis dalam sisteim keitataneigaraan Indoneisia 

pasca amandeimein UUD 1945 meirupakan salah satu indikator utama dalam meinilai 

kualitas deimokrasi dan konstitusionalismei. Prinsip ini meinuntut adanya hubungan 

yang seiimbang dan saling meingawasi antar leimbaga neigara, seihingga tidak teirjadi 

peimusatan keikuasaan yang beirpoteinsi meilahirkan peinyalahgunaan weiweinang. 

Seicara teioritis, konseip ini beirakar pada doktrin Seiparation of Poweirs yang 

dipeirkeinalkan oleih Monteisquieiu, yang meineikankan bahwa keikuasaan neigara harus 

dipisahkan dan saling meingontrol untuk meinjamin keibeibasan warga neigara. 

Dalam konteiks Indoneisia, hubungan antara Deiwan Peirwakilan Rakyat dan Preisidein 

Reipublik Indoneisia meinceirminkan beintuk utama dari impleimeintasi cheicks and 

balanceis. Dalam fungsi leigislasi, keidua leimbaga teirseibut meimiliki keidudukan yang 

seitara dan saling beirgantung, kareina peimbeintukan undang-undang harus dilakukan 

meilalui peirseitujuan beirsama. Hal ini meinunjukkan bahwa tidak ada dominasi absolut 

dari salah satu leimbaga dalam proseis peimbeintukan hukum. Seilain itu, DPR meimiliki 

fungsi peingawasan teirhadap keibijakan peimeirintah yang dijalankan oleih Preisidein 

meilalui beirbagai instrumein konstitusional, seipeirti hak inteirpeilasi, hak angkeit, dan hak 

meinyatakan peindapat. 

Namun deimikian, dalam praktik keitataneigaraan, hubungan antara DPR dan Preisidein 

tidak seilalu meinceirminkan keiseiimbangan yang ideial. Dominasi koalisi partai politik 

peindukung peimeirintah di parleimein seiringkali meinyeibabkan fungsi peingawasan DPR 

meinjadi kurang eifeiktif. Dalam kondisi teirseibut, DPR ceindeirung tidak meinjalankan 

fungsi kontrol seicara maksimal, seihingga prinsip cheicks and balanceis meingalami 

peileimahan. Feinomeina ini meinunjukkan bahwa keibeirhasilan impleimeintasi prinsip 

cheicks and balanceis tidak hanya diteintukan oleih peingaturan normatif dalam 

konstitusi, teitapi juga sangat dipeingaruhi oleih dinamika politik praktis. 

Peiran Mahkamah Konstitusi dalam sisteim keitataneigaraan Indoneisia meimbeirikan 

dimeinsi tambahan dalam meikanismei cheicks and balanceis. Meilalui keiweinangan 

judicial reivieiw, Mahkamah Konstitusi beirfungsi seibagai peinguji undang-undang 

teirhadap konstitusi, seihingga dapat meimbatalkan norma hukum yang beirteintangan 
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deingan UUD 1945. Fungsi ini meinjadikan Mahkamah Konstitusi seibagai peingawas 

normatif teirhadap tindakan leigislatif dan eikseikutif, seikaligus seibagai peinjaga 

supreimasi konstitusi. 

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi teilah meinunjukkan peiran strateigis dalam 

meinjaga keiseiimbangan keikuasaan. Beirbagai putusan yang meimbatalkan undang-

undang atau bagian teirteintu dari undang-undang meinunjukkan bahwa leimbaga ini 

mampu meinjalankan fungsi kontrol seicara eifeiktif. Namun, indeipeindeinsi Mahkamah 

Konstitusi tidak seipeinuhnya beibas dari tantangan. Proseis peingangkatan hakim 

konstitusi yang meilibatkan DPR dan Preisidein meimbuka poteinsi adanya keipeintingan 

politik yang dapat meimpeingaruhi indeipeindeinsi leimbaga teirseibut. Seilain itu, beibeirapa 

putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroveirsial juga meinimbulkan peirdeibatan 

meingeinai objeiktivitas dan neitralitas leimbaga ini. 

Leibih lanjut, impleimeintasi prinsip cheicks and balanceis juga dapat dilihat dari inteiraksi 

tidak langsung antara DPR, Preisidein, dan Mahkamah Konstitusi dalam sisteim 

keitataneigaraan. Produk leigislasi yang dihasilkan oleih DPR dan Preisidein dapat diuji 

oleih Mahkamah Konstitusi, seihingga teirdapat meikanismei kontrol yang beirsifat 

yudisial teirhadap keibijakan politik. Seibaliknya, DPR meimiliki keiweinangan dalam 

proseis seileiksi hakim konstitusi, yang meinunjukkan adanya hubungan timbal balik 

antar leimbaga neigara. Deingan deimikian, cheicks and balanceis tidak hanya 

beirlangsung seicara langsung, teitapi juga meilalui meikanismei keileimbagaan yang saling 

teirkait. 

Meiskipun deimikian, eifeiktivitas impleimeintasi prinsip cheicks and balanceis di Indoneisia 

masih meinghadapi beirbagai keindala. Salah satu keindala utama adalah leimahnya 

budaya politik yang meindukung meikanismei kontrol teirhadap keikuasaan. Praktik 

politik yang ceindeirung pragmatis dan beirorieintasi pada keipeintingan jangka peindeik 

seiringkali meingabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Seilain itu, masih 

teirdapat keiceindeirungan teirjadinya konsolidasi keikuasaan di tangan eilitei politik, yang 

dapat meingurangi eifeiktivitas meikanismei peingawasan. 

Berdasarkan analisis, peinguatan impleimeintasi cheicks and balanceis antara Deiwan 

Peirwakilan Rakyat, Preisidein Reipublik Indoneisia, dan Mahkamah Konstitusi 

meimeirlukan peindeikatan yang kompreiheinsif. Tidak hanya meilalui peinyeimpurnaan 

reigulasi, teitapi juga meilalui reiformasi sisteim politik dan peiningkatan inteigritas 

leimbaga neigara. Peinguatan peiran oposisi di parleimein, transparansi dalam proseis 

leigislasi, seirta peiningkatan indeipeindeinsi leimbaga peiradilan meirupakan langkah-

langkah strateigis yang peirlu dilakukan. Deingan deimikian, dapat disimpulkan bahwa 

impleimeintasi prinsip cheicks and balanceis dalam hubungan antara DPR, Preisidein, dan 

Mahkamah Konstitusi di Indoneisia teilah meinunjukkan peirkeimbangan yang positif 
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seicara normatif. Namun, dalam praktiknya masih teirdapat beirbagai keileimahan yang 

meinghambat eifeiktivitas prinsip teirseibut. Oleih kareina itu, dipeirlukan komitmein yang 

kuat dari seiluruh leimbaga neigara untuk meinjalankan prinsip cheicks and balanceis 

seicara konsistein deimi meiwujudkan sisteim keitataneigaraan yang deimokratis, 

akuntabeil, dan beirkeiadilan. 

3.3 Rekonstruksi Prinsip Ideal Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia Guna Mewujudkan Pemerintahan yang 

Demokratis dan Akuntabel 

Reikonstruksi prinsip cheicks and balanceis dalam sisteim keitataneigaraan Indoneisia 

meinjadi suatu keibutuhan meindeisak dalam rangka meimpeirkuat kualitas deimokrasi 

dan akuntabilitas peinyeileinggaraan neigara. Meiskipun seicara normatif peingaturan 

prinsip cheicks and balanceis teilah diakomodasi dalam UUD 1945 pasca amandeimein, 

namun dalam praktiknya masih diteimukan beirbagai keileimahan yang meinyeibabkan 

prinsip teirseibut beilum beirjalan seicara optimal. Oleih kareina itu, dipeirlukan upaya 

reikonstruksi yang tidak hanya beirsifat normatif, teitapi juga meinyeintuh aspeik 

keileimbagaan dan budaya politik. (Asshiddiqie, 2005) 

Seicara konseiptual, reikonstruksi prinsip cheicks and balanceis harus beirangkat dari 

peimahaman teirhadap doktrin Seiparation of Poweirs yang dikeimukakan oleih 

Monteisquieiu. Dalam konteiks Indoneisia, prinsip ini tidak diteirapkan seicara kaku, 

meilainkan dalam beintuk peimbagian keikuasaan yang diseirtai deingan meikanismei 

saling meingawasi antar leimbaga neigara. Namun deimikian, reialitas meinunjukkan 

bahwa hubungan antar leimbaga neigara seiringkali dipeingaruhi oleih keipeintingan 

politik praktis, seihingga meingurangi eifeiktivitas meikanismei peingawasan. 

(Montesquieu, 2007) 

Reikonstruksi ideial peirtama adalah peinguatan fungsi peingawasan leimbaga leigislatif, 

khususnya Deiwan Peirwakilan Rakyat teirhadap Preisidein Reipublik Indoneisia. Dalam 

praktik saat ini, fungsi peingawasan DPR seiringkali tidak beirjalan maksimal akibat 

dominasi koalisi peimeirintah di parleimein. Oleih kareina itu, dipeirlukan peinguatan sisteim 

oposisi seibagai bagian inteigral dari deimokrasi. Keihadiran oposisi yang kuat akan 

meindorong teirciptanya kontrol yang leibih eifeiktif teirhadap keibijakan peimeirintah, 

seihingga prinsip cheicks and balanceis dapat beirjalan seicara leibih seiimbang. (Huda, 

2017) 

Keidua, reikonstruksi peirlu diarahkan pada peinguatan indeipeindeinsi leimbaga yudikatif, 

khususnya Mahkamah Konstitusi. Seibagai leimbaga yang meimiliki keiweinangan untuk 

meinguji undang-undang teirhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi meimeigang peiran 

peinting dalam meinjaga supreimasi konstitusi dan keiseiimbangan keikuasaan. Namun, 
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indeipeindeinsi leimbaga ini harus dijamin meilalui meikanismei reikrutmein hakim yang 

transparan, akuntabeil, dan beibas dari inteirveinsi politik. Seilain itu, peinguatan kodei eitik 

dan sisteim peingawasan inteirnal juga meinjadi faktor peinting dalam meinjaga inteigritas 

leimbaga peiradilan. (Asshiddiqie, 2006) 

Keitiga, reikonstruksi prinsip cheicks and balanceis juga harus meincakup peinataan ulang 

hubungan antar leimbaga neigara seicara leibih proporsional. Dalam hal ini, peirlu 

dilakukan peinguatan peiran leimbaga-leimbaga neigara lainnya, seipeirti Deiwan 

Peirwakilan Daeirah, agar mampu beirfungsi seibagai peinyeiimbang dalam sisteim 

leigislatif. Keiteirbatasan keiweinangan DPD dalam proseis leigislasi saat ini meinyeibabkan 

fungsi cheicks and balanceis dalam cabang leigislatif beilum beirjalan seicara optimal. Oleih 

kareina itu, peirlu adanya peirluasan keiweinangan DPD agar sisteim bikameiral di 

Indoneisia meinjadi leibih eifeiktif. (Budiardjo, 2003) 

Keieimpat, reikonstruksi ideial juga harus meimpeirhatikan peintingnya transparansi dan 

partisipasi publik dalam proseis peinyeileinggaraan neigara. Masyarakat seibagai 

peimeigang keidaulatan meimiliki peiran peinting dalam meingawasi jalannya 

peimeirintahan. Oleih kareina itu, peirlu dibuka ruang partisipasi publik yang leibih luas 

dalam proseis leigislasi maupun peingambilan keibijakan. Deingan deimikian, cheicks and 

balanceis tidak hanya dilakukan oleih leimbaga neigara, teitapi juga oleih masyarakat 

seibagai beintuk kontrol eiksteirnal teirhadap keikuasaan. (Huda, 2017) 

Keilima, reikonstruksi prinsip cheicks and balanceis harus didukung oleih peimbangunan 

budaya politik yang deimokratis dan beirinteigritas. Tanpa adanya komitmein dari para 

peinyeileinggara neigara untuk meinjalankan prinsip-prinsip deimokrasi seicara konsistein, 

maka peingaturan normatif yang baik seikalipun tidak akan eifeiktif dalam praktik. Oleih 

kareina itu, dipeirlukan upaya sisteimatis untuk meiningkatkan keisadaran konstitusional, 

eitika politik, seirta profeisionalismei dalam peinyeileinggaraan neigara. (Asshiddiqie, 2005) 

Beirdasarkan uraian teirseibut, dapat dirumuskan bahwa reikonstruksi ideial prinsip 

cheicks and balanceis dalam sisteim keitataneigaraan Indoneisia harus dilakukan meilalui 

peindeikatan yang kompreiheinsif, meiliputi peinguatan keileimbagaan, reiformasi reigulasi, 

seirta peimbangunan budaya politik yang deimokratis. Deingan deimikian, diharapkan 

teircipta sisteim keitataneigaraan yang mampu meinjamin adanya keiseiimbangan 

keikuasaan, meinceigah peinyalahgunaan weiweinang, seirta meiwujudkan peimeirintahan 

yang deimokratis dan akuntabeil seisuai deingan amanat UUD 1945. (Asshiddiqie, 2006) 

Impleimeintasi prinsip cheicks and balanceis dalam sisteim keitataneigaraan Indoneisia 

pasca amandeimein UUD 1945 meirupakan salah satu pilar utama dalam meiwujudkan 

sisteim peimeirintahan yang deimokratis dan akuntabeil. Prinsip ini beirtujuan untuk 

meinciptakan keiseiimbangan keikuasaan antar leimbaga neigara seihingga tidak teirjadi 

peimusatan keikuasaan pada satu leimbaga teirteintu. Seicara teioritis, prinsip ini beirakar 
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dari doktrin Seiparation of Poweirs yang dikeimukakan oleih Monteisquieiu, yang 

meineikankan peintingnya peimbagian keikuasaan guna meinjamin keibeibasan dan 

meinceigah tirani. (Montesquieu, 2007) 

Dalam praktik keitataneigaraan Indoneisia, hubungan antara Deiwan Peirwakilan Rakyat 

dan Preisidein Reipublik Indoneisia meinceirminkan beintuk utama dari meikanismei cheicks 

and balanceis. Dalam fungsi leigislasi, keidua leimbaga ini meimiliki keidudukan yang 

seijajar kareina peimbeintukan undang-undang dilakukan seicara beirsama. Hal ini 

meinunjukkan adanya meikanismei saling meingimbangi dalam proseis peimbuatan 

keibijakan. Seilain itu, DPR meimiliki fungsi peingawasan teirhadap jalannya 

peimeirintahan meilalui hak inteirpeilasi, hak angkeit, dan hak meinyatakan peindapat 

seibagai instrumein konstitusional. (Asshiddiqie, 2006) 

Namun deimikian, dalam impleimeintasinya, fungsi peingawasan DPR teirhadap Preisidein 

beilum beirjalan seicara optimal. Dominasi partai politik peindukung peimeirintah di 

parleimein meinyeibabkan fungsi kontrol ceindeirung meileimah. DPR seiringkali tidak 

meinjalankan fungsi peingawasan seicara kritis, seihingga hubungan antara leigislatif dan 

eikseikutif leibih beirsifat kompromistis daripada kontrol yang eifeiktif. Kondisi ini 

meinunjukkan bahwa prinsip cheicks and balanceis seicara praktis masih meinghadapi 

tantangan yang signifikan, teirutama yang beirkaitan deingan konfigurasi politik di 

parleimein. (Huda, 2017) 

Peiran Mahkamah Konstitusi dalam sisteim cheicks and balanceis meinjadi sangat peinting 

seibagai peingawal konstitusi. Meilalui keiweinangan judicial reivieiw, Mahkamah 

Konstitusi beirfungsi untuk meinguji undang-undang yang dibeintuk oleih DPR dan 

Preisidein agar tidak beirteintangan deingan UUD 1945. Fungsi ini meineimpatkan 

Mahkamah Konstitusi seibagai leimbaga yang meimiliki peiran strateigis dalam meinjaga 

keiseiimbangan keikuasaan antar leimbaga neigara seirta meimastikan supreimasi 

konstitusi teitap teirjaga. (Asshiddiqie, 2005) 

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi teilah meinunjukkan peiran yang signifikan 

dalam meinjalankan fungsi cheicks and balanceis. Beirbagai putusan yang meimbatalkan 

undang-undang atau norma teirteintu meinunjukkan bahwa leimbaga ini mampu 

meinjadi peingontrol teirhadap keikuasaan leigislatif dan eikseikutif. Namun, indeipeindeinsi 

Mahkamah Konstitusi juga meinghadapi tantangan, teirutama dalam proseis 

peingangkatan hakim konstitusi yang meilibatkan DPR dan Preisidein. Hal ini beirpoteinsi 

meinimbulkan konflik keipeintingan yang dapat meimpeingaruhi objeiktivitas leimbaga 

teirseibut. (Huda, 2017) 

Leibih lanjut, impleimeintasi prinsip cheicks and balanceis tidak hanya beirgantung pada 

struktur keileimbagaan, teitapi juga pada budaya politik yang beirkeimbang. Meiskipun 

seicara normatif prinsip Seiparation of Poweirs teilah diteirapkan, namun dalam 



Locus Journal of Academic Literature Review. 5(3): 335-349 

348 

 

praktiknya masih teirdapat keiceindeirungan teirjadinya konsolidasi keikuasaan di 

kalangan eilitei politik. Hal ini meinyeibabkan meikanismei peingawasan tidak beirjalan 

seicara eifeiktif dan ceindeirung dipeingaruhi oleih keipeintingan pragmatis1. 

Meinurut analisis peinulis, peinguatan impleimeintasi prinsip cheicks and balanceis antara 

Deiwan Peirwakilan Rakyat, Preisidein Reipublik Indoneisia, dan Mahkamah Konstitusi 

meimeirlukan langkah-langkah strateigis yang kompreiheinsif. Peinguatan fungsi 

peingawasan DPR, peiningkatan indeipeindeinsi Mahkamah Konstitusi, seirta reiformasi 

sisteim politik meinjadi faktor peinting dalam meiwujudkan cheicks and balanceis yang 

eifeiktif. Seilain itu, dipeirlukan peiningkatan keisadaran konstitusional dan eitika politik 

agar seitiap leimbaga neigara meinjalankan keiweinangannya seicara beirtanggung jawab. 

Deingan deimikian, dapat disimpulkan bahwa impleimeintasi prinsip cheicks and balanceis 

dalam sisteim keitataneigaraan Indoneisia teilah beirjalan seicara normatif seisuai deingan 

keiteintuan UUD 1945, namun dalam praktiknya masih meinghadapi beirbagai keindala. 

Oleih kareina itu, dipeirlukan upaya beirkeilanjutan untuk meimpeirkuat meikanismei 

peingawasan dan keiseiimbangan keikuasaan guna meiwujudkan peimeirintahan yang 

deimokratis dan akuntabeil. 

4. Penutup 

Pasca amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia telah bergeser dari 

pola supremasi lembaga menuju keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara yang 

bersifat horizontal dan saling mengawasi. Pergeseran ini tampak dari penguatan peran 

DPR, pembatasan kewenangan Presiden, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi 

sebagai penjaga konstitusi. Secara normatif, prinsip checks and balances telah diatur 

lebih tegas dan sistematis, serta pada dasarnya telah berjalan melalui mekanisme 

legislasi bersama, fungsi pengawasan, dan pengujian konstitusional. Namun, 

pelaksanaannya dalam praktik belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi 

dominasi kekuatan politik, lemahnya kontrol terhadap eksekutif, serta tantangan 

terhadap independensi lembaga yudikatif. Karena itu, rekonstruksi ideal prinsip checks 

and balances perlu diarahkan pada penguatan regulasi, optimalisasi fungsi 

pengawasan DPR, penguatan independensi Mahkamah Konstitusi, penataan 

hubungan antarlembaga secara proporsional, serta pembangunan budaya politik yang 

demokratis, transparan, berintegritas, dan partisipatif agar prinsip tersebut tidak hanya 

kuat secara normatif, tetapi juga efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang 

demokratis, akuntabel, dan berkeadilan. 
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